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ABSTRACT 

This research was conducted to see or describe the effect of regional 

original income and transfer funds on poverty in the districts/cities of West 

Kalimantan province. This study also discusses the effect of regional original income 

on regional expenditure in responding to poverty in West Kalimantan province, the 

influence of general allocation funds on regional expenditure in addressing poverty in 

West Kalimantan province, the influence of special allocation funds on regional 

expenditure in addressing poverty. In West Kalimantan Province, The Effect of 

Revenue Sharing Funds on Regional Expenditures in Responding to Poverty in West 

Kalimantan Province. This research uses quantitative research and the data used to 

achieve the objectives in this research is entirely through secondary data. The data 

obtained are data from related literature in the form of documents, articles, notes, 

and archives. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat atau mendeskripsikan Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Kemiskinan diKabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan Barat. Didalam penelitian ini juga membahas tentang, 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Daerah Dalam 

Menyikapi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat, Pengaruh Dana Alokasi 

Umum Terhadap Belanja Daerah dalam menyikapi kemiskinan yang ada di Provinsi 

Kalimantan Barat, Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dalam 

Menyikapi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat, Pengaruh Dana Bagi Hasil 

Terhadap Belanja Daerah Dalam Menyikapi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan 

Barat. Penetian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan 

untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data 

yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, 

dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip. 

 

Kata Kunci: Pengaruh Pendapatan, Dana Transfer 
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LEMBAR RINGKASAN MATERI 

 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER 

TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT 2014 – 2019 

(PENDEKATAN PERSAMAAN RECURSIVE) 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan 

kesehatan. Angka kemiskinan Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik  (BPS) presentase angka kemiskinan di Indonesia pada 

periode  September 2019 hingga maret 2020 mencapai 9,78 % atau sebesar 26,42 

juta jiwa. 

Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan dan upaya untuk menurunkannya 

masih terus dilakukan. Permasalahan kemiskinan, terjadi di setiap daerah di 

Indonesia, termasuk di 14 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau 

Kalimantan (Syahroni, 2018). Berdasarkan data BPS (2017), pada September 2017 

jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat masih menempati posisi tertinggi di 

Pulau Kalimantan yaitu sebanyak 388,81 ribu jiwa dengan persentase penduduk 

miskin sebesar 7,86 persen. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat, jumlah 

penduduk miskin  atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah 

Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat sebanyak  Rp269,73 ribu orang atau 

7,37%.  Angka ini menurun 17,335 ribu orang dibandingkan dengan kondisi maret 

2018 yang  sebesar 387,08 ribu orang atau 7,77%. 

Kalimantan Barat sebagai suatu wilayah yang dituntut untuk mampu 

menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi untuk membiayai segala 

kebutuhannya. Selain dari PAD pihak pemerintah pusat juga akan memberikan 
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bantuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya melalui dana 

perimbangan.  

 

B. Pernyataan Masalah 

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan Dana Bagi Hasil di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada 

setiap tahunnya seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara 

berkelanjutan, tetapi fakta yang terjadi adalah kemiskinan di kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Barat masih fluktuatif yang artinya kemiskinan terkadang 

meningkat dan terkadang menurun. Hal tersebut dibuktikan oleh data kemiskinan 

yang dirilis oleh BPS kabupaten/kota di Provinsi Kalimatan Barat masih berubah-

ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apakah 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Trasnfer akan mempengaruhi 

penurunan kemiskinan melalui belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Menganalisa perkembangan PAD dana Dana Transfer Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimanta Barat 

2. Menganalisa pengaruh PAD terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah 

di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimanta Barat 

3. Menganalisa pengaruh Dana Transfer terhadap kemiskinan melalui Belanja 

Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimanta Barat 

 

D. Metode Penelitian 

Berdasarkan pengukuran dan analisis data, penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan jenis data berupa data sekunder sumber data diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, dari tahun 2014 - 2019. Variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, alokasi khusus, dan dana bagi hasil dan kemiskinan sebagai variable 

terikatnya dan belanja daerah sebagai varibel penghubung. Teknik pengumpulan 
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data dalam penelitian ini adala metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah 

teknik pengumpulan data yaitu data mengenai variabel yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen, website, jurnal-jurnal, artikel dan tulisan ilmiah. Sedangkan 

analisis data terdiri dari Statistik Deskriptif ; Uji Asumsi Klasik meliputi Uji 

Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas; 

Uji hipotesis meliputi Uji Parsial (uji t) dan Uji Determinasi (R2) dengan bantuan 

perangkat lunak SPSS. 

E. Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dijlkaskan dalam pembahasan tersebut 

1. Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja daerah. 

Dengan kata lain bahwa tinggi rendahnya tingkat Pendapatan yang dihasilkan 

oleh suatu daerah yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat, maka tidak 

akan mempengaruhi belanja daerah. 

2. pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja daerah dalam menyikapi 

kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. pada penelitian ini, hipotesis kedua 

diterima sehingga Dana alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. 

3. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja 

Daerah, dikarenakan Dana Alokasi Khusus pemerintah hanya menggunakan 

untuk kebutuhan-kebuhan pembangunan, prasarana pembangunan dan kegiatan 

yang membangun pertumbuhan ekonomi. 

4. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang 

mana Dana Bagi Hasil hanya digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan 

daerah 

 

F. Kesimpulan 

Dari hasil penilitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 

Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi tingkat Pendapatan yang dihasilkan 
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oleh suatu daerah yang dilakukan oleh provinsi, maka tidak akan 

mempengaruhi Belanja Daerah. 

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikansi terhadap Belanja Daerah. 

Dengan demikian pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah 

dengan demikian diharapkan digunakan untuk program-program dan 

kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dimana 

dana ini digunakan sebagai dana untuk kegiatan pembangunan, peningkatan 

sarana dan prasarana serta perbaikan ekonomi daerah sehingga dapat 

membantu pemda dalam pengalokasian Belanja Daerah. 

4. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Yang artinya 

Dana Bagi Hasil tidak dapat dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

dalam mengurangi angka kemiskinan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan isu penting dan perlu perhatian 

khusus dalam mengatasinya. Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 

berlindung, dan kesehatan. Angka kemiskinan Indonesia masih tergolong tinggi 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) presentase angka kemiskinan di 

Indonesia pada periode September 2019 hingga maret 2020 mencapai 9,78 % atau 

sebesar 26,42 juta jiwa. 

Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan dan upaya untuk menurunkannya 

masih terus dilakukan. Permasalahan kemiskinan, terjadi di setiap daerah di 

Indonesia, termasuk di 14 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau 

Kalimantan (Syahroni, 2018). Berdasarkan data BPS (2017), pada September 2017 

jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat masih menempati posisi tertinggi di 

Pulau Kalimantan yaitu sebanyak 388,81 ribu jiwa dengan persentase penduduk 

miskin sebesar 7,86 persen.  Sementara Kalimantan Timur sebanyak 218,67 ribu 

jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,08 persen, Kalimantan Selatan 

sebanyak 194,56 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,70 persen, 

Kalimantan Utara sebanyak 48.56 ribu jiwa dengan persentase sebesar 6.96 persen 

dan Kalimantan Tengah sebanyak 137,88 ribu jiwa dengan persentase penduduk 

miskin sebesar 5,26 persen. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat, jumlah 

penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah 

Garis Kemiskinan di Kalimantan Barat sebanyak Rp269,73 ribu orang atau 

7,37%.  Angka ini menurun 17,335 ribu orang dibandingkan dengan kondisi maret 

2018 yang sebesar 387,08 ribu orang atau 7,77%. 
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Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Barat (ribu Jiwa) 2014 - 2019 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sambas 9,46 9,42 8,54 8,59 8,55 8,19 

Bengkayang 7,20 6,94 7,46 7,51 7,17 6,96 

Landak 13,71 13,51 12,32 12,23 11,77 11,47 

Mempawah 6,00 5,52 5,75 5,94 5,61 5,32 

Sanggau 4,47 4,57 4,51 4,52 4,67 4,57 

Ketapang 11,60 11,72 10,99 11,02 10,93 10,54 

Sintang 9,11 9,33 10,07 10,20 10,35 9,65 

Kapuas Hulu 10,03 9,66 9,82 9,45 9,60 9,62 

Sekadau 6,31 6,50 6,14 6,46 6,17 6,11 

Melawi 12,40 12,57 12,63 12,54 12,83 12,38 

Kayong Utara 9,55 9,84 10,19 9,89 10,08 9,98 

Kubu Raya 5,45 5,22 5,04 5,26 5,07 4,74 

Pontianak 5,15 5,22 5,55 5,31 5,00 4,88 

Singkawang 5,88 5,76 5,33 5,42 5,12 4,91 

Kalimatan Barat 8,54 8,03 7,87 7,88 7,77 7,49 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat 

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tersebut menunjukkan bahwa 

penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Barat tidak terjadi secara 

linier berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bahwa pada tahun 2016 

terjadi penurunan angka 8,03 % ke 7,87 %. Namun pada tahun 2017 kembali terjadi 

kenaikan angka 7,88 % pada tahun 2019 terjadi penurunan pada angka hingga titik 

7,49 %. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan 

hanya terjadi pada periode yang pendek. Kondisi demikian menunjukkan bahwa 

angka kemiskinan di Kalimatan Barat masih memiliki potensi kembali mengalami 

peningkatan. 
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Adanya otonomi daerah melahirkan berbagai bentuk desentralisasi yang 

salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Munculnya desentralisasi fiskal menuntut 

setiap wilayah daerah termasuk Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat untuk 

membiayai kebutuhannya secara mandiri. Kalimantan Barat sebagai suatu wilayah 

yang dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang 

tinggi untuk membiayai segala kebutuhannya. Selain dari PAD pihak pemerintah 

pusat juga akan memberikan bantuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai 

kebutuhannya melalui dana perimbangan. Keberadaan PAD dan dana perimbangan 

dalam suatu daerah harus mampu diolah secara tepat oleh pihak pemerintah daerah. 

Adanya pengelolaan yang tepat sasaran atas PAD dan dana perimbangan oleh pihak 

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan 

ekonomi yang terjadi di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Oleh 

karena itu setiap perolehan pendapatan baik PAD maupun dana perimbangan oleh 

pihak Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan sasaran. 

PAD merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri, melalui 

potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri dan diatur berdasarkan 

peraturan daerah. Selain PAD dana daerah juga ditunjang dengan oleh dana 

perimbangan. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara 

kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, 

adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan 

daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara 

penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan 

keuangannya. 

Pemenuhan kebutuhan daerah bukan hanya berasal dari dana mandiri hasil 

pengelolaan sember daya daerahnya saja melainkan juga dari dana yang ditransfer 

oleh pemerintah pusat. Dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ini bertujuan 

untuk membantu daerah dalam mendanai pengeluarannya. Adanya dana transfer 

dari pemerintah pusat ini akan membantu pemerintah daerah dalam mendanai 

pemenuhan kebutuhannya. Dana perimbangan ini dialokasikan kepada daerah-
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daerah untuk menunjang pendanaan berbagai kebutuhan daerah. Dana perimbangan 

ini terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. 

Penggunaan Dana alokasi umum (DAU) diserahkan kepada daerah sesuai dengan 

prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi khusus (DAK) merupakan 

dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan 

angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

Adanya pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan akan mampu 

membantu Pemerintah Kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat dalam 

menciptakan berbagai peluang bisnis baru maupun menciptakan kesempatan kerja 

untuk pendududuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat Terciptanya 

peluang kerja dan kesempatan kerja ini akan mampu memberdayakan penduduk 

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri dan menambah jumlah 

pendapatan masyarakatnya. Selain itu PAD yang dihasilkan dari pengelolaan 

potensi wilayah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat akan mempengaruhi 

jumlah penduduk miskin di Kabupaten/kota Provinsi Kalimanta Barat. 

Adanya pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan untuk mengentas 

kemiskinan akan meningkatkan nilai indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan 

indeks standar hidup layak, sehingga indeks pembangunan manusianya juga akan 

semakin meningkat. Pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan secara 

maksimal dan tepat dapat membawa dampak yang positif dalam upaya pengentasan 

kemiskinan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). 

Permasalahan yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan dari pengelolaan dana PAD dan dana perimbangan terhadap jumlah 

penduduk miskin. Apabila semakin tinggi pengaruh PAD dan dana perimbangan 

terhadap jumlah penduduk miskin maka nilai kemiskinan yang ada di 

Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat akan semakin menurun setiap tahunnya. 
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Namun apabila semakin rendah pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap 

jumlah penduduk miskin maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten/kota 

Provinsi Kalimantan Barat akan cenderung tetap ataupun bahkan meningkat setiap 

tahunnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Pernyataan Masalah 

 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Barat pada setiap tahunnya seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan 

secara berkelanjutan, tetapi fakta yang terjadi adalah kemiskinan di kabupaten/kota 

di Provinsi Kalimantan Barat masih fluktuatif yang artinya kemiskinan terkadang 

meningkat dan terkadang menurun. Hal tersebut dibuktikan oleh data kemiskinan 

yang dirilis oleh BPS kabupaten/kota di Provinsi Kalimatan Barat masih berubah-

ubah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apakah 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Trasnfer akan mempengaruhi 

penurunan kemiskinan melalui belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

 

1.2.2 Pertanyaan Masalah 

Didasari latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang dapat 

dikemukakan adalah : 

1. Bagaimana perkembangan PAD dan Dana Transfer Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimanta Barat pada tahun 2014 – 2019 ? 

2. Bagaimana pengaruh PAD terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimanta Barat pada tahun 2014 – 2019 ? 

3. Bagaimana pengaruh Dana Transfer terhadap kemiskinan melalui Belanja 

Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimanta Barat pada tahun 2014 – 2019 ? 

 

 

 



6 

 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa perkembangan PAD dana Dana Transfer Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimanta Barat pada tahun 2014 – 2019 ? 

2. Menganalisa pengaruh PAD terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimanta Barat pada tahun 2014 – 2019 ? 

3. Menganalisa pengaruh Dana Transfer terhadap kemiskinan melalui Belanja 

Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimanta Barat pada tahun 2014 – 2019 ? 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni 

pemerintah pusat maupun pemerintah Kalimantan Barat untuk besaran dana yang 

tepat bagi setiap daerah yang sedang dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai salah satu informasi atau 

pengetahuan tentang pengaruh kebijakan publik terhadap kemiskinan serta dapat 

menambah motivasi dalam kebijakan daerah untuk memajukan perekonomian. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan peneliti selanjutnya 

khususnya tentang kebijakan publik terhadap kemiskinan serta dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis lain dan pembaca, mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi 

hasil terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi khusunya untuk pengkajian topik – topik 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

c. Bagi Universitas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka bagi 

Universitas Tanjungpura dan dapat dijadikan tambahan referensi, diharapkan juga 

hasil penelitian ini mampu memberikan informasi untuk penelitian berikutnya. 

 


